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Abstrak
 

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam perspektif Hak

Asasi Manusia (HAM). Secara khusus tesis, ini lebih menitikberatkan kajian terhadap masalah perlindungan

HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Penelitian ini .bertujuan untuk menjawab

masalah-masalah sebagai berikut: (I) Sejauhmana KUHAP telah memberikan dasar-dasar normatif terhadap

jaminan perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan, (2) Apakah secara

normatif KUHAP telah memenuhi syarat sebagai dasar penyelenggaraan proses peradilan pidana yang adil

(due process of law) khususnya dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan.; (3) Sejauhmana para petugas

penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan proses peradilan pidana

yang menghargai dan melindungi HAM khususnya bagi para tersangka. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih

dijumpai adanya pelanggaran HAM yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi

pemeriksaan dengan cara kekerasandan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,dan

juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh

penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk

kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP

sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan HAM bagi tersangka, dan telah pula memenuhi

persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun

ironisnya ternyata KUHAP justru tidak mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan,

penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila .terjadi pelanggaran hak-hak yuridis

tersangka. Disediakannya lembaga Pra Peradilan ternyata tidak cukup menjamin perlindungan HAM

tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rerrtidium ibi jus, yang

bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada keinungkinan untuk menuntut dan

memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya

hak tersebut.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=80587&lokasi=lokal

